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PEMBEITTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA}
PTI{GELOLA PENDAPATAII SEKTOR PARTWISATA

DI KABUPA?EN HALMATilTRA BARAT

BUPATI HALMAHERA BATL{T,

: a. bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Halmahera Barat memiliki
potensi besar clalam mendukung perekonomian l)aerah dan
meningkatkan Pendapatan Asii Daerah {PAD} sehingga perlu
dikelola secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan
bertanggung jarn'ab guna untuk mewuiudkan pembangunan
pa rir,r.i sata be rkeianjutan ;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan sektor
parirvisata diperlukan koordinasi antar Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) terkait, maka perlu dibentuk kelompok kerja (Pokja)
pengelola pendapatan sektor pariu.isata di Kabupaten Flalrnahera
Barat;

c. bahr,va berdasarkan pertimhangan sebagairnana dimaksud huruf a,
dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembenlukan Kelornpok Kerja (Pokja) Pengelola Pendapatan Sektor
Pariwisata di Katiupaten Halmahera Barat.

: 1. Undang-undang Nomor60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Damrat Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Swatantra f ingkat II Dalam Wilqvah Daerah
Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

'2" Undang-undang Nomor 46 Tahun 19Eg tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan kmtraran Negara Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomar 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
{lembaran Negara Republik Indanesia Tahun ZAAq Nomor 11,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 496t-:},

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nornor 11 Tahun
2O2O tentang Cipta Kerja (I-embaran Negara Republik Indonesia
'lahun 2A'2O Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-unciang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pela3zanan Publik
{Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5038 );

5. Undang-undang Nomor 1'2 Tahun 201.1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lernbaran Negara Tahun 2*11
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nornor 5233l;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Femerintahan
Daerah (kmbaran Negara Tahun 2Aru Nomor 224, Tambahan
Irmbaran Negara Nomor 5587 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (l,embaran
Negara Repubtrik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun '2A12 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 20Oq tentang Pelayanan Publik
{Lembaran Negara Tahun '2A12 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5357);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 thhun 2016 tentang Perangkat
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomcr
114, Tambrahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201q tentang Pengelolaan
Keuangan f)aerah (Lembaran Negara RepuLriik Indonesia Tahun
2ALg Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 60a1);

ll.Peraturan Menteri Parintsata Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota {Berita Negara
Reputrlik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);

l2.Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2015 Nomor '2Q361;

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Hahnahera Barat Nclmor 2 Tahun
'2A21 tentang Perubahan atas Peraturan Dilerah Nomor 6 Tahun
2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera;

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun
2A2 1 te ntang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah;

l5.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
'2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O24;

l6.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Ilarat Nomor 2 Tahun
2A24 tentang Pajak Daerah dan Retritrusi Daer-ah;

l7.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KaLrupaten
I{almahera Barat Tahun Anggaran 20'24.

I!{emperhatikan: Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 5561'2441K:II|2O24, perihal :

Pengusulan L)raft SK Pokja Pengelola PAD Sektor Parirvisata.

MEMUTUSI{AH :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja iPokja) Pengelola Pendapatan Sektor
Parir,r'isata di Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantutn
dalam Lampiran Keputusan ini.

: Kelompok Kerja (PokJa) Pengelola Pendapatan Sektor Parir,r,"isata
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengeiola dan mengoptirnalkan pendapatan sektor pariwisata
daerah;

b. Mengembangkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan PAD
dari sektor pariwisata;

c. Melakukan koordinasi antar OPD untuk mendukung pengembangan
parili.isata yang ber keianjutan dan inklusif;

d. Mengembrangkan dan mempromosika-n destinasi wisata rii Katrupaten
Halmahera Barat;

e. Memastikan bahwa Pengelola sektor pariwisata berjalan sesuai
dengan peraturan perundang- undangan yang trerlaku.

KEDUA
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Susunan keanggotaan dan rincian tugas kelompok kerja tercantum
dalam Larnpiran I rlan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja tetap berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang- undangan yang beriaku.

Kelompok ke{a bertanggungjawab dan rnenyampaikan laporan secara
berkala kepada Bupati Hahnahera lSarat melalui Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halrnahera Barat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 2024

BUPATI

Teffi_ss-diM
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. BPK R.l Perwakilan Maluku Utara di Ternate.
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jaiioio.
,1. inspektur Inspektorat Kab. Haimaher.i Barat di Jailoio.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestin-\ra.

RA BARAT,

Ass. Rid. Adrninistrasi Umum
Hadis Pariwisata & Kepemudaan

JA*IES UAITG



LAMPIRAN i : KEPUTUSAN BLTPATI }IALMAHBRA BARAT
NOMOR : 211 /KPrS/xrl /2A24
TANGGAL : 7fr D?g:..,ir.be? 2$24

?trNTANG : DAF-TAR SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KtrRJA {POKJA}
PtrNGtrLOLA PtrNDAPATAN StrKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN
HALil,{AHtrRA BARAT

KtrTUA Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten F{almahera
Barat

1. Kepala Badan Pendapatan Ilaerah Kab. I{almahera Barat
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halrnahera Barat.
3. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ilalmahera Barat
4. Kepala Satuan Polisi Pamong I'}raja Kab. Halmahera Barat
5. Kepala llinas Perumahan, Kawasan Permukiman rlan Lingkungan

Hidup Kab. Halmahera Barat
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat
7" Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ituang

Kab. Halmahera llarat
9" Kepala l)inas Pernberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

ANGGOTA

Kab. Haimahera Barat
Direktur PDAM Kab. Flalmahera Barat
Kepala Desa setempat (berdasarkan lokasi destinasi w-isata)

Kab. Halmahera Barat

BUPATI F]ARAT,

10.
11.

Ass. Bid. Administrasi Umum

Kabag- Hurkum & Orgs.
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : L11 /KPrslxlr 120',24
TANGGAI : 3O DCCEMbEB 2A24

TENTANG : URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA {POK.IA) PENGBLOLA PENIIAPAI'AN
SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATBN FIALMAHtrRA BARAT

1. Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga

T\rgas dan Fungsi:
. Menyusun kebijakan dan strategi pengembangan sektor pariwisata rlaerah.
. fulerencanakan dan mengemtrangkan destinasi wisata di Kabupaten Halmahera

Barat.
. Melakukan promosi pariwisata daerah, baik di tingkat lokal, nasional, maupuR

internasional.
e Menyeienggarakan event pariwisata dan kegiatan terkait yang dapat menarik

wisatanvan.
. lvleningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas di destinasi r,rtsata.
. Meningkatkan kualitas sumber dqya manusia di sektor pariwisata, seperti

pemandu wisata dan pengelola destinasi.

2. Badan Pendapatan Daerah {Bapenda}

T\rgas dan Fungsi:
. Mengeloia pajak daerah, termasuk pajak hotel, rest.oran, hiburan, dan retrjbusi

pariwisata lainnya.
r Menetapkan besaran tarif pajak dan retribusi pari-"r.isata sesuai dengan

peraturan daerah.
. Mengoptimalkan pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan Pendeipatan

Asli Daerah {PAD).. Melakukan pengalvasan terhadap pemungutan pajak dan retribusi pariwisata
agar sesuai ketentuan yang beriaku.

. Memberikan edukasi kepada mas}rarakat dan pengusaha pariwisata tentang
kewajiban pajak dan retribusi.

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BImDl

Thgas dan F'ungsi:
r Mengelola anggaran yang diaiokasikan untuk sektor pariw{sata, termasuk riana

untuk pengembangan infrastruktur parirvisata.
. Menyusun rencana anggaran rlan melakukan pengawasan terhadap pengglrnaan

anggaran yang terkait dengan sektor pariwisata.
. Mengelola aset daerah yang berkaitan dengan sektor parinisata, seperti tanah

atau bangunan -yang dapat dimanfaatkal untuk kegiatan pariwisata.
. Menyusun laporan keuangan dan melakukan evaluasi terhadap pernanfaatan

keuangan daerah di sektor pariwisata.

4. Dinas Perhubungan

T\rgas dan Fungsi:
. Meningkatkan aksesibilitas dal konektivitas transportasi menu-ju destinasi

rvisata.
. Menyusun rencana pembangunan infrastruktur transportasi yang mendukung

sektor pariwisata, seperrti jalan, terminal, pelatruhan, dan bandara.
r Mengatur dan nengawasi transportasi publik yang cligunakan wisatanvan, seperti

bus pariwisata, angkutan umurn, dan taksi.
. Memastikan keselamatan dan kenyamanan transportasi untuk wisatawan.

N



$. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP|

T\rgas dan f*ungsi:
. Menjaga keamanan dan ketertlban di destinasi wisata dan kawasan sekitar.
. Mengaw'asi kepatuhan terhadap peraturan daerah yang terkait dengal

pariwisata, seperti peraturan rnengenai kebersihan, parkir, dan perizinan usaha
wisata.

. Ivlenegakkan disiplin terhaciap pengelola usaha pariwisata yang meianggar
peraturan daerah.

n Menyediakan pengamanan dan ketertiban selama berlangsungnyrl acat&
pariwisata atau event besar.

6. Dinas Penrmahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

T\rgas dan Fungsi:
. Mengawasi dan menjaga keiestarian lingkungan di sekitar destinasi wisata.
. Menyusun kebijakan Pengelola lingkungan yang ramah pariu.isata dan

Lrerkelanjutan.
. Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnva pelestarian alam kepacla

masyarakat dan pelaku pariwisata.

" Mengelola sampah dan iimbah yang ditrasilkan clari aktivitas pariw.isata.
. fulelakukan penilaian dampak lingkungan (AMDALi untuk pengembangan atau

pembangunan baru di destinasi wisata.

7" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tugas dan Fungsi:
. Melestarikan kebudayaan lokal yang dapat menjadi daya tarik wisata, seperti

seni, tarian, kerajinan tangan, dan tradisi lokal.
. Menyusun program pelatihan dan pendidikan untuk masyarakat terkait dengan

Pengelola pariwisata berbasis buda_va.
r Mengembangkan program edukasi pariu.isata untuk masyarakat, khususnya

untuk meni.ngkatkan kesadaran akan pentingnya budaya dan pelestariann-va"
. Mengembangkan fasilitas budaya yarlg mendukung sektor pariwisata, seperti

mllseulx atau galeri seni.

8. Dinas Kesehatan

?\rgas dan Fungsi:
. Menyediakan fasilitas kesehatan di destinasi r,visata untuk menjamin kesehatan

r*.isatanvan.
. Ulenyusun rencana penanganan darurat medis di tempat wisata, temrasuk

fasilitas medis dan petugas kesehatan.

' Menyediakan pelatihan bagi pengelola wisata dan maslzarakat lokal tentang
prosedur kesehatan dan keselamatan wisatawan.

r Menyusun kebijakan terkait kesehatan dan sanitasi di tempat-tempat wisata dan
usaha pariwisata.

9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tugas dan F,rrngsi:
. Merencanakan dan membangun infrastruktur dasar yang mendukung sektar

pariwisata, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum iainnya"
. MenJiediakan infrastruktur air bersih, sanitasi, rlan Pengelola sampah yang

mendukung kenyamanan wisatawan.
. Melakukan perawatan dan perbaikan infrastruktur vang sudah ada di destinasi

wlsata.
r h{eningkatkan kualitas aksesibilitas dan kenyamanan untuk r,r.isatawan.



1O. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dar Pemerintahan Desa (DpMPDl

Tugas dan Fungsi:
. Membetdayakan rnasyarakat desa di sekitar destinasi wisata untuk ikut irerperan

dalam Pengelola partwisata.
. Mengedukasi masyarakat desa tentang pentingnya sektor pariwisala rlalam

meningkatkan perekonomian lokal.

" Menyusun program pelatihan bagi masvarakat lokal claiarn bidang Fengelola
usaha pariwisata, seperti homestay, kuliner lokai, atau kerajinan tangan"

" Mendorong parlisipasi aktif masyarakat desa rlalam Pengelola dan
pengern Lrangan pariwisata berbasis potensi loka1.

11. Perusahaan Daerah Air ltlinum {PDAMI

Tugas dan S'ungsi:
. Menyediakan pasokan air bersih untuk destinasi rnisata dan kalvasan sekitarnya.

" Menyusun rencana penyediaan dan Pengelola air bersih -vang mendukung sektor
pariwisata.

. klernastikan ketersediaan air bersih -vang cukup selama periorle puncak
kunjungan wisatawan.

' Mengelola f'asilitas pengolahan air rlan distribusi air trersih untuk kebutuhan
sektor pariwisata.

I"2" Kepala Desa Setempat

Thgas dan Fungsi:

" Mengkoordinasikan masyarakat desa dalam mendukuug Pengelola destinasi
r,visata.

' Menlrllsun dan mengawasi pelaksanaan program pengembangan pariudsata di
desa.

. Menlrediakan informasi tentang potensi r.',{sata desa kepada pengunl'ung atau
pihak lain yang berkepentingan.

. Menclorong partisipasi masy'arakat dalam kegiatan pariwisata dan lnemastikan
tlahwa hasil dari sektor pariu,.isata dapat meningkatkan kesejahteraan warga
desa.

BUPATI BAR,qT,

Ass. Bid. Administrasi Umum

I{a<iis Parirvisala & Kepemudaau

Habag. IIukum & Orgs.


